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Abstract. This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of corporate governance and corporate
social responsibility disclosure on tax aggressiveness with financial distress as a moderating variable. The
population in this study was manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period
2019-2023. The sample was selected using a purposive sampling technique, resulting in 70 companies with 350
analysis units (panel data). The results of this study indicate that corporate governance proxied by independent
commissioners has a significant negative effect on tax aggressiveness. Meanwhile, corporate governance proxied
by institutional ownership, managerial ownership, and audit committees has no effect on tax aggressiveness. In
addition, CSR disclosure also has no effect on tax aggressiveness. Financial distress is proven weaken the
negative relationship between independent commissioners and tax aggressiveness, but is not proven to weaken
the negative relationship between institutional ownership, managerial ownership, audit commitees, and CSR
disclosure on tax aggressiveness. This study is provides for stakeholders, such as managers, shareholders, and
the government in developing strategies to reduce tax aggressiveness practices.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan financial distress sebagai
variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama periode 2019-2023. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sehingga
diperoleh 70 perusahaan dengan 350 unit analisis (data panel). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola
perusahaan yang diproksikan oleh komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas
pajak. Sementara itu, tata kelola perusahaan yang diproksikan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, pengungkapan CSR juga
tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Financial distress terbukti memperlemah hubungan negatif antara
komisaris independen dengan agresivitas pajak, tetapi tidak terbukti memperlemah hubungan negatif antara
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas
pajak. Penelitian ini ditujukan bagi para pemangku kepentingan, seperti manajemen

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan, Pengungkapan CSR, Kesulitan Keuangan, Agresivitas Pajak

1. LATAR BELAKANG

Hingga kini pajak masih menjadi penyumbang terbesar pada pemasukan negara.
Dimana Badan pusat dan Statistik (BPS) tahun 2022, menyatakan bahwa 77,2% dari total
pemasukan negara berasal dari pajak. Pendapatan tersebut ditujukan untuk meyokong
pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi muncul perbedaan
persepsi mengenai pajak antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menganggap pajak
sebagai pendapatan utama dan menginginkan penerimaan pajak yang optimal. Sebaliknya,
perusahaan sebagai wajib pajak cenderung berupaya meminimalkan pembayaran pajak

karena menganggapnya sebagai beban yang dapat mengurangi kekayaan dan laba mereka
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Widyastuti dkk. (2020). Perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk
melakukan agresivitas pajak.

Perusahaan yang menerapkan strategi pajak agresif, umumnya termotivasi untuk
mempertahankan laba mereka, karena laba yang tinggi dapat meningkatkan daya tarik
investor di pasar modal (Astika dan Asalam, 2023). Selain itu, perencanaan pajak yang
agresif oleh manajer juga dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka, terutama dalam
upaya memperoleh bonus maksimal dari pemegang saham sebagai imbalan atas pencapaian
laba yang tinggi. Meskipun dapat memberikan sejumlah keuntungan, agresivitas pajak juga
berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham, seperti
dikenakannya sanksi denda dan administrasi dari otoritas pajak, hilangnya kepercayaan
publik, serta rusaknya reputasi perusahaan (Kesumaningrum dkk., 2023).

Dari perspektif teori keagenan dan teori legitimasi, perusahaan membutuhkan tata
kelola yang baik dan pengungkapan CSR untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan
perpajakan dan menghindari tindakan berisiko seperti agresivitas pajak. Menurut
Widyastuti dkk, (2020) perusahaan dengan tata kelola dan pengungkapan CSR yang baik,
cenderung menghindari agresivitas pajak. Menurut penelitian Dewi dan Mabrur (2022)
kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik agresivitas pajak, namun Astika dan
Asalam (2023) tidak menemukan bukti kalau kepemilikan institusional dapat mengurangi
praktik agresivitas pajak. Selain itu, Nurwati dkk. (2023) meneliti dan menemukan bahwa
kepemilikan manajerial dapat mengurangi praktik agresivitas pajak, berbeda dengan
pendapat tersebut, Wulandari dan Purnomo (2021) tidak menemukan adanya bukti jika
kepemilikan manajerial dapat mengurangi praktik agresivitas pajak.

Susanto dkk. (2024) mengamati dan berpendapat bahwa komisaris independen dapat
meminimalisir praktik agresivitas pajak perusahaan. Akan tetapi, berbeda dengan Martauli
dan Handayani (2023), yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat
mengurangi tindakan agresivitas pajak. Sementara itu, Apriyanti dan Arifin (2021)
berpendapat bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Akan tetapi pendapat tersebut dibantah olen Nurwati dkk. (2023), yang menyimpulkan
bahwa komite audit justru memiliki pengaruh yang sebaliknya terhadap agresivitas pajak.
Selain corporate governance, pengungkapan CSR juga berperan dalam mendorong
kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Kesumaningrum dkk. (2023) dan
Widyastuti dkk. (2020) berpendapat bahwa pengungkapan CSR dapat mengurangi praktik

agresivitas pajak oleh perusahaan. Namun, pendapat tersebut dibantah oleh Pranata dkk.
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(2021), yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR tidak dapat mengurangi tindakan
agresivitas pajak.

Dalam penelitian ini, financial distress berperan sebagai variabel moderasi. Menurut
Nugroho dkk. (2020), perusahaan dalam kondisi financial distress terdorong untuk
menerapkan perencanaan pajak yang lebih agresif, akibat kesulitan arus kas yang dialami,
sehingga mereka tidak dapat melunasi utang yang akan jatuh tempo serta mengalami
masalah dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Sehingga perusahaan saat dalam
kondisi kesulitan keuangan umumnya melakukan perencanaan pajak yang agresif demi
menghemat arus kas yang harus dikeluarkan, termasuk dalam pembayaran pajak (Bela dan
Suryani, 2024). Dalam penelitian ini, financial distress dikaji sebagai variabel moderasi
untuk menganalisis pengaruhnya terhadap mekanisme corporate governance dan
pengungkapan CSR dalam upaya mengurangi agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakpastian mengenai
hubungan antara variabel bebas, seperti corporate governance dan pengungkapan CSR,
dengan agresivitas pajak sebagai variabel terikat. Penelitian ini menghadirkan keterbaruan
dengan mengkaji secara simultan pengaruh corporate governance (kepemilikan
institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit) dan
pengungkapan CSR sebagai variabel independen, dengan financial distress sebagai

variabel moderasi terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen.

KAJIAN TEORITIS
Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan di mana pemegang saham
melimpahkan kewenangan terhadap manajer, guna mengelola kekayaan perusahaan
(Utaminingsih dkk., 2022). Namun, hubungan ini rentan menimbulkan konflik akibat
perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara kedua pihak. Menurut Tanjaya dan
Nazir (2021) perbedaan kepentingan serta asimetri informasi dapat mendorong manajer
untuk bertindak oportunistik (opportunistic behaviour) guna memaksimalkan kepentingan
pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham.
Teori Legitimasi

Menurut Kantohe dkk. (2023), teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan
berupaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, terutama masyarakat, guna
memastikan keberlanjutan jangka panjangnya. Teori ini menekankan bahwa operasional

perusahaan didasarkan pada kontrak sosial, yang mencerminkan harapan masyarakat



PERAN CORPORATE GOVERNANCE DAN CSR DALAM MENGENDALIKAN AGRESIVITAS PAJAK

65

DIMODERASI FINANCIAL DISTRESS

terhadap cara perusahaan beroperasi dengan tetap memperhatikan etika sosial dan
lingkungan. Hal ini merupakan langkah mereka untuk memperoleh dukungan dari
masyarakat adalah melalui pengungkapan CSR (Pranata dkk., 2021).

Agresivitas Pajak

Menurut Kantohe dkk. (2023), agresivitas pajak merupakan strategi wajib pajak
untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Tindakan ini dapat berupa
perencanaan pajak yang legal (tax avoidance) maupun yang ilegal (tax evasion), yang
bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Subadriyah
dkk., 2022). Agresivitas pajak sering kali muncul akibat konflik kepentingan antara
pemerintah dan wajib pajak.

Corporate Governance

Menurut Magfira dan Murtanto (2021), corporate governance merupakan alat yang
digunakan dalam mengatur hubungan antara pemegang saham dan manajer serta
meminimalkan konflik kepentingan di antara keduanya. Tata kelola perusahaan berperan
sebagai solusi bagi pemegang saham dalam mengawasi dan memastikan bahwa manajer
bertindak sesuai dengan visi dan misi perusahaan guna meningkatkan nilai pemegang
saham serta membatasi tindakan yang berpotensi merugikan perusahaan. Dengan
penerapan tata kelola yang baik, diharapkan manajer dapat dicegah dari pengambilan
keputusan perpajakan yang agresif, yang dapat membahayakan keberlangsungan
perusahaan.

Kepemilikan institusional mengacu pada saham yang dimiliki oleh badan seperti
bank, lembaga asuransi, dan badan lainnya atas sejumlah saham dalam suatu entitas
(Sunarto dkk., 2021). Kehadiran investor institusional dapat memberikan dampak positif
dengan meningkatkan nilai perusahaan, karena keputusan operasional yang diambil
manajer cenderung lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Menurut Ari dan Damayanti (2021) Kepemilikan manajerial adalah sejumlah kepemilikan
sejumlah saham oleh pihak direksi dan komisaris. Pada perusahaan besar, biasanya terdapat
kebijakan pemberian bonus berupa saham kepada dewan direksi dan komisaris sebagai
bentuk motivasi agar mereka terus meningkatkan kinerja.

Komisaris independen adalah pihak yang tidak terlibat dalam manajemen maupun
aktivitas operasional perusahaan. Sebagai pihak yang bebas dari benturan kepentingan dan
tidak terhubung dengan pemilik perusahaan atau pihak lainnya. Mereka diharapkan dapat
menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik dalam mengawasi perusahaan

(Susanto dkk., 2024). Komite audit berfungsi sebagai perpanjangan tangan komisaris
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independen dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait pelaporan keuangan
dan pengendalian internal (Migang dan Dina, 2020). Menurut Tahar dan Rachmawati
(2020) jumlah anggota komite audit dapat berdampak pada tingkat pengawasan yang ada
di dalam perusahaan.
Pengungkapan CSR

Corporate social responsibility (CSR) merupakan upaya perusahaan dalam
menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap stakeholder
di berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai konsekuensi dari aktivitas
operasionalnya demi mendukung keberlanjutan (Kurniawati dkk., 2020). Aktivitas CSR
yang dilakukan kemudian dilaporkan oleh perusahaan sebagai bentuk transparansi guna
memperoleh dukungan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan operasinya
(Widyastuti dkk., 2020).
Financial Distress

Financial distress adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam arus
kas operasional yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti utang
dagang, beban bunga, beban gaji, dan beban operasional lainnya (Nugroho dkk., 2020).
Dalam situasi ini, perencanaan pajak yang agresif dapat menjadi cara yang dipilih
perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Dengan demikian, mereka dapat menghemat
arus kas yang keluar, sehingga membantu mereka mengatasi kesulitan keuangan yang
sedang dihadapi.
Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Dari perpektif teori agensi, kepemilikan institusional berperan sebagai bagian
corporate governance yang berfungsi mencegah konflik antara pemegang saham dan
manajer (Margie dan Habibah, 2021). Hal ini disebabkan oleh peran kepemilikan
institusional dalam meningkatkan pengawasan serta memperketat kontrol terhadap perilaku
manajemen, sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan lebih optimal
(Vanesali dan Kristanto, 2020). Menurut Magfira dan Murtanto (2021), persentase
kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik agresivitas pajak perusahaan. Karena
mereka yang memberikan wewenang lebih besar dalam mengawasi berbagai keputusan
manajerial, termasuk mencegah manajer melakukan agresivitas pajak. Dari uraian tersebut
serta temuan penelitian terdahulu, maka:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
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Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan manajerial dapat meminimalisir konflik
kepentingan antara pemegang saham dan manajer, karena keduanya memiliki keinginan
serta tujuan yang selaras, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan (Niandari dkk.,
2020). Wulandari dan Purnomo (2021), berpendapat bahwa kepemilikan manajerial juga
dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yang umumnya dipicu oleh sifat oportunistik
manajer dalam memaksimalkan kepentingan pribadi. Hasil penelitian Nurwati dkk. (2023)
menunjukkan jika kepemilikan manajerial dapat mengurangi praktik agresivitas pajak,
karena manajer tidak ingin terlibat dalam tindakan tersebut yang berisiko merugikan
perusahaan maupun diri mereka sendiri sebagai pemegang saham. Dari uraian tersebut serta
temuan penelitian terdahulu, maka:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Karena tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, komisaris independen
diharapkan dapat bekerja secara objektif serta dapat menjadi penengah antara pemegang
saham dan manajer (Saputri dan Handayani, 2023). Keberadaan komisaris independen
dapat memperkuat tata kelola perusahaan, diperkuat oleh teori keagenan yang
menyebutkan bahwa tata kelola yang baik dapat mencegah manajer melakukan perilaku
merugikan, seperti agresivitas pajak (Tahar dan Rachmawati, 2020). Pendapat tersebut
didukung oleh Susanto dkk. (2024) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat
mengurangi praktik agresivitas pajak. Pengawasan yang dilakukan dapat mengurangi
peluang manajer untuk melakukan praktik agresivitas pajak yang berpotensi merugikan
perusahaan. Merujuk dari uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu, maka:

H3: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang
berfungsi dalam memonitor kinerja manajemen. Selain itu, komite audit juga bertugas
memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan berfungsi secara optimal,
sehingga dapat mengurangi risiko salah saji material dalam laporan keuangan (Tahar dan
Rachmawati, 2020). Dalam perspektif teori keagenan, komite audit berperan sebagai
penengah antara pemegang saham dan manajer serta membantu meminimalkan sikap
oportunistik manajer yang tidak menguntungkan perusahaan, termasuk dalam hal

agresivitas pajak (Utaminingsih dkk., 2022).
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Hasil penelitian Saputri dan Handayani, (2023) menemukan bahwa komite audit
dapat mengurangi praktik agresivitas pajak. Artinya, semakin banyak anggota komite audit
dalam suatu perusahaan, semakin ketat pula pengawasan terhadap kinerja manajer,
sehingga peluang untuk melakukan agresivitas pajak menjadi berkurang. Dari uraian
tersebut dan hasil penelitian terdahulu, maka:

H4: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak

Melina dkk. (2022), menyatakan bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan
CSR akan mendapatkan respon positif dari masyarakat, yang pada akhirnya berdampak
baik terhadap keberlangsungan bisnisnya. Dilihat dari sudut pandang teori legitimasi,
pengungkapan CSR sebagai bagian strategi perusahaan untuk mendapat dukungan para
pemangku kepentingan guna menjamin keberlanjutan jangka panjangnya (Kurniawati dkKk.,
2020). Selain itu, Pranata dkk. (2021) mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR
memiliki hubungan erat dengan agresivitas pajak. Temuan ini diperkuat oleh penelitian
Widyastuti dkk. (2020), yang berpendapat bahwa pengungkapan CSR dapat mengurangi
tindakan agresivitas pajak. Karena perusahaan cenderung lebih patuh terhadap peraturan
dan menghindari tindakan yang melanggar hukum, termasuk agresivitas pajak.
Berdasarkan uraian di atas, maka:

H5: Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Peran Moderasi Pengaruh Financial Distress Terhadap Hubungan Corporate
Governance dan Agresivitas Pajak

Menurut Nugroho dkk. (2020) dan Bela dan Suryani (2024), perusahaan dalam
kondisi financial distress cenderung bersikap agresif terhadap pajak. Hal ini disebabkan
oleh strategi manajerial yang berupaya menekan arus kas keluar guna menghindari
kesulitan keuangan yang semakin memburuk. Meskipun perencanaan pajak berisiko
menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan reputasi perusahaan di mata masyarakat,
sanksi administrasi, hingga denda dari otoritas terkait, perusahaan tetap melakukannya
demi menjaga kelangsungan operasional (Nugroho dkk, 2020). Sehingga dapat
disimpulkan bahwa financial distress mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam
strategi perpajakannya.

Widyastuti dkk. (2020) berpendapat bahwa penerapan tata kelola dengan baik dapat
mengurangi agresivitas pajak pada perusahaan. Agresivitas pajak umumnya dilakukan oleh
manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi melalui bonus yang diperoleh, tanpa

mempertimbangkan potensi kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham jika diketahui
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otoritas pajak. Penelitian ini menjadikan kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, komisaris independen, dan komite audit sebagai proksi dari corporate
governance. Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional diharapkan dapat
mengendalikan perilaku manajer agar menghindari agresivitas pajak yang berisiko
merugikan perusahaan (Vanesali & Kristanto, 2020).

Selain itu menurut Niandari dkk. (2020) dengan menjadikan manajer sebagai
pemegang saham, kepentingan dan tujuan mereka dapat selaras dengan pemegang saham
lainnya. Hal tersebut dapat memaksa manajer untuk tidak mengambil kebijakan yang
berpotensi merugikan pemegang saham, seperti agresivitas pajak. Selain itu, keberadaan
komisaris independen dan komite audit memiliki peran penting dalam memastikan bahwa
manajer mematuhi setiap regulasi yang berlaku serta menghindari perilaku yang
melanggar, seperti agresivitas pajak (Adharani & Junaidi, 2022).

Financial distress dapat semakin melemahkan pengaruh negatif kepemilikan
institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap
agresivitas pajak, hal tersebut didukung oleh Azzahra dan Yuyetta (2022), Mahmud dkk.
(2021), dan Yantine dan Rahayuningsih (2023) yang menunjukan bahwa Financial
distress memiliki hubungan negatif signifikan dengan corporate governance. Selain itu,
menurut penelitian Nugroho dkk. (2020) dan Nugroho dkk. (2022), berpendapat bahwa
agresivitas pajak cenderung rentan dilakukan oleh perusahaan saat dalam kondisi financial
distress. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis berikut:

H6: Financial distress memperlemah pengaruh negatif kepemilikan institusional
terhadap agresivitas pajak.

H7: Financial distress memperlemah pengaruh negatif kepemilikan manajerial
terhadap agresivitas pajak.

H8: Financial distress memperlemah pengaruh negatif komisaris independen
terhadap agresivitas pajak.

H9: Financial distress memperlemah pengaruh negatif komite audit terhadap
agresivitas pajak.

Peran Moderasi Pengaruh Financial Distress Terhadap Hubungan Pengungkapan
CSR dan Agresivitas Pajak

Perusahaan yang aktif terlibat pada kegiatan CSR dan memiliki reputasi baik di mata
masyarakat cenderung menghindari tindakan yang dapat merusak citra mereka, termasuk
agresivitas pajak. Nugroho dkk. (2020), berpendapat bahwa agresivitas pajak rentan

dilakukan perusahaan yang mengalami kondisi financial distres, karena mereka berupaya
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menekan biaya guna menghemat arus kas untuk aktivitas lain yang dirasa lebih penting dan
bermanfaat. Menurut Nugrahanti (2021), terdapat hubungan antara financial distress dan
pengungkapan CSR, di mana perusahaan dengan tingkat CSR yang rendah memiliki
financial distress risk (FDR) yang lebih tinggi. Karena pada umumnya perusahaan dengan
tingkat CSR yang tinggi akan lebih mudah memperoleh kredit serta akses pembiayaan yang
lebih luas dari kreditur, yang sangat membantu perusahaan dalam menghadapi kondisi
financial distress (Aziz dkk., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh financial distress dalam memperkuat
hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak. Disatu sisi, pengungkapan CSR
diyakini dapat menekan praktik agresivitas pajak, karena mereka yang aktif pada kegiatan
CSR akan lebih peduli terhadap dampak sosial dan memahami bahwa tindakan tersebut
dapat merugikan masyarakat luas. Namun, perusahaan dalam kondisi financial distress
lebih terdorong melakukan agresivitas pajak sebagai strategi untuk menghemat arus kas,
hal tersebut didukung oleh Nugroho dkk. (2020), Yantine dan Rahayuningsih (2023), serta
Bela dan Suryani (2024) yang berpendapat bahwa financial distress berpengaruh positif
terhadap agresivitas pajak. Maka dari itu penelitian ini merumuskan hipotesis berikut:

H10: Financial distress memperlemah pengaruh negatif pengungkapan CSR

terhadap agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN
Pemilihan Sampel

Penelitian ini mencangkup 350 observasi perusahaan per tahun, dengan populasi
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-
2023. Teknik analisis isi (content analysis) digunakan untuk menilai karakteristik
corporate governance secara objektif dan menarik kesimpulan yang akurat mengenai
pesan perusahaan yang disampaikan melalui pengungkapan CSR. Sampel dipilih
dengan metode purposive sampling, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan
penelitian. Berdasarkan Kriteria tersebut, diperoleh data akhir dari 70 perusahaan selama
tahun 2019-2023.
Analisis Data

Data panel digunakan dalam penelitian ini, yang menggabungkan data time

series dan data cross-section. Analisis ini dimulai dengan uji deskriptif untuk
mengetahui nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (maksimum) dan terendah (minimum)

dari setiap variabel. Selanjutnya, dilakukan uji spesifikasi model yang mencangkup uji
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Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM) guna menentukan model
penelitian paling tepat antara Common Effect Model, Fixed Effect Model, atau Random
Effect Model.
Model Empiris
Penelitian ini memakai satu model penelitian untuk menguji pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Serta menguji efek moderasi financial distress
dalam hubungan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris
independen, komite audit, dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak.
Model 1.
AGPit = o + BIKIit + p2KPMJit + B3KINit + B4KAit + p5CSRDit + P6FinDisit +
B7KIit+FinDisit + BSKPMJit+FinDisit + BIKINit+FinDisit + f10KAit+FinDisit +
B11CSRDit+FinDisit + 12Profitit + f13Levit + eit

Dimana AGPIt adalah agresivitas pajak; Klit adalah kepemilikan insitusional,
KPMJit adalah kepemilikan manajerial; KINit adalah komisaris independen; KAIit
adalah komite audit; CSRDit adalah pengungkapan CSR; FinDisit adalah financial
distress; Profitit adalah profitabilitas; Levit adalah leverage; Klit«FinDisit adalah
interaksi dari KI dan FinDis ; KPMJit * FinDisit adalah interaksi KPMJ dan FinDis;
KINit * FinDisit adalah interaksi dari KIN dan FinDis; KAt = FinDisit adalah interaksi
dari KA dan FinDis; CSRDit * FinDisit adalah interaksi dari CSRD dan FinDis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Mean Median Maximum Minimum Std.Dev
AGPit 0.0012 0.0015 0.1442 -0.0873 0.0249
Klit 0.7604 0.8860 0.9986 0.0000 0.2820
KPMJit 0.0873 0.0028 0.8944 0.0000 0.1752
KINit 0.4241 0.4000 0.8333 0.2000 0.1102
KAt 3.0057 3.0000 4.0000 1.0000 0.2510
CSRDit 0.4141 0.4058 0.7338 0.2013 0.1161
FinDisit 4.1540 3.6587 26.4095 0.5969 2.7849
Profiti 0.0831 0.0638 0.4163 0.0005 0.0711
Levit 0.6690 0.5138 4.7716 0.0025 0.6128

Sumber: Data diolah dari output E-Views 12, 2025.
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Tabel 1 menyajikan hasil analisis deksriptif untuk setiap variabel penelitian.
Agresivitas pajak (BTD) memiliki mean 0.0012, nilai maksimum 0.1442, nilai minimum -
0.0873, dan standar deviasi 0.0249. Kepemilikan institusional (K1) menunjukan nilai rata-
rata sebesar 0.7604, nilai maksimum 0.9986, nilai minimum 0.0000, dan standar deviasi
0.2820. Kepemilikan manajerial (KPMJ) memiliki mean 0.0873, nilai maksimum 0.8944,
nilai minimum 0.0000, dan standar deviasi 0.1752. Komisaris independen (KIN) memiliki
mean 0.4241, nilai maksimum 0.8333, nilai minimum 0.2000, dan standar deviasi 0.1102.
Sementara itu, komite audit (KA) memiliki mean 3.0057, nilai maksimum 4.0000, nilai
minimum 1.0000, dan standar deviasi 0.2510.

Selanjutnya, pengungkapan CSR (CSRD) memiliki mean 0.4141, nilai maksimum
0.7338, nilai minimum 0.2013, dan standar deviasi sebesar 0.1161. Financial distress
(FinDis) memiliki mean 4.1540, nilai maksimum 26.4095, nilai minimum 0.5969, dan
standar deviasi 2.7849. Profitabilitas (Profit) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.0831, nilai
maksimum 0.4163, nilai minimum 0.0005, dan standar deviasi 0.0711. Sementara itu,
leverage (Lev) memiliki mean 0.6690, nilai maksimum 4.7716, nilai minimum 0.0025, dan
standar deviasi sebesar 0.6128.

Hasil Regresi
Tabel 2 Hasil Regresi
. . Std. t-
Variabel Coefficient Error Statistic Prob.
C 20.2813 0.2419 21,1632 0.2458
KI 0.1229 0.1131 1.0873 0.2779
KPMJ -0.0640 0.0748 -0.8554 0.3931
KIN -0.5279 0.2086 -2.5309 0.0120
KA -0.4609 0.3899 21,1822 0.2382
CSRD -0.1271 0.1607 -0.7912 0.4296
FinDis -0.6671 0.4936 -1.3515 0.1777
K1 * FinDis -0.0685 0.0675 -1.0147 0.3112
KPMJ « -0.0268 0.0312 -0.8610 0.3900
FinDis
KIN * FinDis 0.3333 0.1275 26141 0.0095
KA * FinDis 0.3882 0.3468 1.1193 0.2640
CSRD = 0.0542 0.0973 0.5572 0.5779
FinDis
PROFIT 0.2803 0.0473 5.9224 0.0000
LEV -0.0183 0.0158 -1.1595 0.2473
Uji Chow Statistic d.f. Prob.
Cross-section 4528279 -69.267  0.0000

F
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) Chi-Sq. Chi-Sq.
Uji Hausman Statistic d.f. Prob.
Cross-section 47.411199 13 0.0000

random

Sumber: Data diolah dari output E-Views 12, 2025.

Penelitian ini memilih Fixed Effect Model (FEM), sesuai dari hasil uji Chow dan uji
Hausman pada tabel 3 yang membuktikan bahwa model penelitian lebih memilih fixed
effect dibandingkan dengan common effect model maupun random fffect model.
Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3, nilai koefisien kepemilikan institusional sebesar 0.1229 dan
probability t-statistic sebesar 0.2779. sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan
institusional tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sehingga H1 tidak
terdukung. Artinya, semakin tinggi angka kepemilikan institusional disuatu perusahaan
tidak akan menjamin perbuatan agresivitas disuatu perusahaan akan menurun. Pendapat ini
didukung oleh Astika dan Asalam (2023) serta Magfira dan Murtanto (2021) yang
berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi agresivitas pajak.
Kondisi ini mungkin terjadi karena posisi manajer utama yang juga berperan sebagai
pemegang saham dari perusahaan tersebut. Sehingga, asumsi awal yang menyebutkan
bahwa kepemilikan institusional dapat mengawasi manajer untuk tidak melakukan
agresivitas pajak menjadi tidak terbukti.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3, kepemilikan manajerial memiliki koefisien sebesar -0.0640 dan
probability t-statistic sebesar 0.3931. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga H2 tidak terdukung.
Artinya, kepemilikan manajerial yang tinggi, tidak akan berpengaruh terhadap menurunnya
agresivitas pajak di suatu perusahaan. Hasil ini didukung oleh Wulandari dan Purnomo
(2021) yang berpendapat jika kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap
agresivitas pajak.

Hal ini dapat terjadi karena rendahnya kepemilikan saham oleh manajer pada
perusahaan sampel yang hanya sebesar 0,0873 atau 8,73%. Rendahnya tingkat kepemilikan
manajerial tersebut, dapat mempengaruhi hipotesis yang telah dibangun sebelumnya yang
menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat ditekan dengan menjadikan
kepentingan serta tujuan antara manajer dan pemegang saham menjadi sama. Sehingga hal
tersebut dapat menjadi penyebab mengapa kepemilikan manajerial tidak mampu

menurunkan praktik agresivitas pajak oleh perusahaan.
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Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Tabel 3 menunjukan bahwa komisaris independen memiliki koefisien sebesar -0.5279
dan probability t-statistic sebesar 0.0120. Artinya komisaris independen berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga H3 terdukung. Semakin besar
proporsi komisaris independen di suatu perusahaan, maka dapat menurunkan tindakan
agresivitas di perusahaan tersebut. Hasil ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh
Susanto dkk. (2024) dan Nugroho dkk. (2020) yang berpendapat jika komisaris independen
dapat mengurangi perilaku agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena komisaris
independen itu sendiri merupakan pihak eksternal yang tidak terikat dengan pihak manapun
di perusahaan. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih optimal, terutama
dalam hal mengawasi dan memastikan pihak manajemen telah bekerja sesuai dengan
peraturan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran hukum yang berpotensi
menyebabkan kerugian bagi perusahaan, seperti bersikap agresif terhadap pajak.
Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Tabel 3 menunjukan bahwa komite audit memiliki koefisien sebesar -0.4609 dan
probability t-statistic sebesar 0.2382. Oleh karena itu disimpulkan bahwa komite audit tidak
berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga H4 tidak terdukung. Artinya, semakin
banyak jumlah anggota komite audit tidak menjamin perbuatan agresivitas di suatu
perusahaan akan menurun. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh
Utaminingsih dkk. (2022) dan Sunarto dkk. (2021), yang menyatakan bahwa komite audit
tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kondisi ini dapat disebabkan
karena perusahaan sampel membentuk komite audit hanya untuk memenuhi ketentuan
regulasi, sehingga keberadaan komite audit cenderung hanya untuk kebutuhan formalitas.
Akibatnya, komite audit tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal
dalam mendukung peran komisaris independen untuk mengawasi kebijakan yang diambil
oleh manajemen.
Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak

Tabel 3 menunjukan bahwa pengungkapan CSR memiliki koefisien -0.1271 dan
probability t-statistic sebesar 0.4296. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan
CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga H5 tidak terdukung. Artinya,
semakin baik dan banyak item pengungkapan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan
tidak menjamin bahwa tingkat agresivitas pajaknya akan menurun. Hasil penelitian sejalan
dengan temuan sebelumnnya oleh Pranata dkk. (2021) dan Kurniawati dkk. (2020), yang
berpendapat bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas
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pajak. Hal ini karena adanya ketidaksesuaian antara informasi yang diungkapkan dalam
laporan CSR dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, tingginya atau
rendahnya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat menjadi
jaminan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan.
Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak dengan Financial
Distress Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4 menunjukan bahwa variabel interaksi antara kepemilikan institusional dan
financial distress memiliki koefisien -0.0685 dan probabilitas 0.3112. Oleh karena itu
disimpulkan bahwa financial distress tidak mampu memperlemah pengaruh negatif
kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur, sehingga
H6 tidak terdukung. Artinya, rendahnya tingkat financial distress yang dimiliki oleh
perusahaan tidak dapat memperbesar kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas
pajak meskipun tingkat kepemilikan institusionalnya tinggi. Hasil ini sejalan dengan
temuan sebelumnnya oleh Yanti dan Purwanto (2023) dan Yuliani dan Rahmatiasari
(2021), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif
terhadap financial distress.

Selain itu, sejalan pula dengan penelitian oleh Astika dan Asalam (2023) dan Pratiwi
dkk. (2021), yang berpendapat bahwa financial distress tidak mendorong perusahaan untuk
melakukan agresivitas pajak. Keputusan manajer dalam melakukan agresivitas pajak tidak
sepenuhnya bergantung pada kondisi financial distress. Kepemilikan institusional tetap
dapat berperan dalam mengendalikan tindakan agresivitas pajak, meskipun perusahaan
sedang mengalami financial distress atau tidak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa financial distress tidak melemahkan pengaruh kepemilikan
institusional terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak dengan Financial
Distress Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4 menunjukan bahwa variabel interaksi antara kepemilikan manajerial dan
financial distress memiliki koefisien sebesar -0.0268 dengan nilai probabilitas sebesar
0.3900. Oleh karena itu disimpulkan bahwa financial distress tidak mampu memperlemah
pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan
manufaktur, sehingga H7 tidak terdukung. Artinya, rendahnya tingkat financial distress
yang dimiliki oleh perusahaan tidak memperbesar kemungkinan perusahaan melakukan
agresivitas pajak pada saat angka kepemilikan manajerialnya tinggi. Hasil penelitian

sejalan dengan temuan sebelumnnya oleh Bela dan Suryani (2024) dan Aziz dkk. (2023),
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yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif signifikan
terhadap financial distress, serta penelitian oleh Selistiaweni dkk. (2020) dan Pratiwi dkKk.
(2021), yang berpendapat bahwa situasi financial distress tidak dapat memaksa perusahaan
untuk mengambil tindakan agresivitas pajak.

Sebagian besar perusahaan sampel dalam periode penelitian tidak berada dalam
kondisi financial distress. Oleh karena itu, financial distress tidak menjadi faktor pendorong
perusahaan untuk mengambil tindakan agresivitas pajak, karena mereka tidak berada dalam
tekanan keuangan yang mengharuskan mereka melakukan penghematan melalui kebijakan
perpajakan yang agresif. Selain itu, meskipun beberapa perusahaan mungkin mengalami
kondisi financial distress, hal tersebut tidak menjadi alasan mereka untuk mengambil
kebijakan pajak yang agresif. Hal ini mungkin saja terjadi karena perusahaan memilih
melakukan penghematan pada pos pengeluaran lain yang tidak terkait dengan pajak.
Misalnya saja pemangkasan biaya gaji melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
terhadap karyawan perusahaan, dimana menurut pemberitaan dari Lokadata (2020)
terdapat 3,6 juta orang yang di rumahkan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak dengan Financial
Distress Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4 menunjukan bahwa variabel interaksi antara komisaris independen dan
financial distress memiliki koefisien 0.3332 dan probabilitas 0.0095. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa financial distress mampu memperlemah pengaruh negatif komisaris
independen terhadap agresivitas pajak, sehingga H8 terdukung. Artinya, semakin rendah
tingkat financial distress yang dimiliki oleh perusahaan, maka kemungkinan perusahaan
melakukan agresivitas pajak justru dapat meningkat meskipun proporsi komisaris
independen tinggi. Hasil tersebut terdukung oleh Azzahra dan Yuyetta (2022) dan Mahmud
dkk. (2021), yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan
terhadap financial distress dan penelitian oleh Nugroho dkk. (2020) serta Bela dan Suryani
(2024), yang berpendapat bahwa situasi financial distress dapat memicu perusahaan untuk
mengambil tindakan agresivitas pajak.

Pada tahun 2019-2022, terdapat suatu wabah virus yang menyebabkan pandemi
Covid-19 di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dalam situasi tersebut, banyak
perusahaan menghadapi risiko kebangkrutan, sehingga mereka harus melakukan berbagai
upaya penghematan guna menjaga kelangsungan operasional. Penghematan tersebut
meliputi pemangkasan biaya tenaga kerja melalui PHK, efisiensi biaya operasional,

penundaan pembayaran utang dan lainnya. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan
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perusahaan demi mencapai keseimbangan arus kas antara pendapatan dan pengeluaran,
perusahaan yang berada dalam kondisi financial distress umumnya tetap mengambil
kebijakan untuk bertahan meskipun kebijkana tersebut berisiko. Salah satu contohnya
adalah kebijakan perpajakan agresif. Oleh karena itu, perusahaan tetap dapat melakukan
agresivitas pajak ketika menghadapi tekanan keuangan seperti financial distress, meskipun
memiliki komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaannya.
Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak dengan Financial Distress
Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4 menunjukan bahwa variabel interaksi antara komite audit dan financial
distress memiliki koefisien 0.3881 dan probabilitas 0.2640. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa financial distress tidak mampu memperlemah pengaruh negatif komite audit
terhadap agresivitas pajak, sehingga H9 tidak terdukung. Artinya, rendahnya tingkat
financial distress pada suatu perusahaan tidak memperbesar kemungkinan mereka akan
melakukan agresivitas pajak, meskipun jumlah komite audit tinggi. Pendapat ini didukung
oleh Yanti dan Purwanto (2023) dan Aziz dkk. (2023), yang menyatakan bahwa komite
audit tidak berpengaruh negatif terhadap financial distress serta Selistiaweni dkk. (2020)
dan Pratiwi dkk. (2021) yang berpendapat bahwa situasi financial distress tidak menjamin
perusahaan akan melakukan agresivitas pajak

Situasi financial distress tidak mendorong peningkatan perilaku agresivitas pajak,
terutama pada masa krisis akibat pandemi, karena tindakan tersebut belum tentu akan
menyelesaikan masalah dan justru dapat memperburuk situasi. Terlebih lagi, dalam masa
krisis tersebut, perusahaan cenderung melakukan kebijakan untuk meringankan beban
perusahaan, seperti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, pada masa
pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menurunkan tarif pajak. Kebijakan ini
merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menjaga stabilitas dunia usaha
dan mencegah perusahaan untuk jatuh bangkrut.
Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak dengan Financial Distress
Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4 menunjukan bahwa variabel interaksi antara pengungkapan CSR dan
financial distress memiliki koefisien 0.0542 dan probabilitas 0.5779. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa financial distress tidak mampu memperlemah pengaruh negatif
pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur, sehingga H10
tidak terdukung. Artinya, rendahnya tingkat financial distress yang dimiliki perusahaan

tidak memperbesar kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak, meskipun
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tingkat pengungkapan CSR-nya tinggi. Hasil penelitian sejalan dengan temuan sebelumnya
oleh Aziz dkk. (2023) serta Nurfifajannah dan Hwihanus (2023), yang menyatakan bahwa
pengungkapan CSR tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress dan
penelitian oleh Selistiaweni dkk. (2020) dan Pratiwi dkk. (2021), yang berpendapat bahwa
situasi financial distress tidak dapat memicu perusahaan untuk mengambil tindakan
agresivitas pajak.

Selama pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan
untuk membantu perusahaan tetap bertahan di masa sulit, salah satunya dengan
menurunkan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2020. Penurunan tarif tersebut
bertujuan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Disisi lain, banyak perusahaan juga
mengambil kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai upaya untuk menekan
biaya tenaga kerja yang cukup membebani. Sehingga, meskipun perusahaan berada
ditengah kondisi kesulitan keuangan, mereka cenderung tidak melakukan kebijakan
perpajakan yang agresif. Terlebih lagi, perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR akan
menghindari untuk mengambil kebijakan yang berpotensi mencoreng citra mereka di mata
publik, terutama jika kebijakan tersebut berisiko memperburuk kondisi yang sudah sulit.
Oleh karena itu, financial distress tidak mempengaruhi hubungan antara pengungkapan

CSR dan agresivitas pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak,
adanya peran ganda oleh manajer mengakibatkan fungsi investor institusi sebagai
pengawas manajer tidak berjalan dengan optimal, sehingga tidak mampu mencegah
manajer untuk melakukan agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh
negatif terhadap agresivitas pajak hasil ini bertentangan dengan teori keagenan yang
menyatakan bahwa penyelarasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat
meminimalisir konflik kepentingan di antara keduanya. Komisaris independen
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak sebagai pihak independen,
komisaris independen dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal terhadap
manajer. Komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, pembentukan
komite audit di perusahaan sampel cenderung sekedar memenuhi persyaratan formal.

Pengungkapan CSR tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, rendahnya
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tingkat pengungkapan CSR dapat menjadi alasan mengapa CSR belum mampu menurukan
agresivitas pajak perusahaan.

Financial distress tidak dapat memperlemah pengaruh negatif kepemilikan
institusional terhadap agresivitas pajak, hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian dalam
hubungan antara financial distress, kepemilikan institusional, dan agresivitas pajak.
Financial distress tidak dapat memperlemah pengaruh negatif kepemilikan manajerial
terhadap agresivitas pajak, sehingga. Financial distress dapat memperlemah pengaruh
negatif komisaris independen terhadap agresivitas pajak, dalam situasi financial distresse,
kebijakan pajak yang agresif dapat menjadi pilihan menarik bagi perusahaan untuk
menghemat pengeluaran. Financial distress tidak dapat memperlemah pengaruh negatif
komite audit terhadap agresivitas pajak. Financial distress tidak dapat memperlemah
pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak, sehingga H10 tidak
terdukung. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian dalam hubungan antara financial
distress, pengungkapan CSR, dan agresivitas pajak.

Saran

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk mengganti atau menambah
variabel bebas lainnya, seperti Ukuran Perusahaan (Pranata dkk, 2021), Keberagaman
Gender Dewan Komisaris (Utaminingsih dkk, 2022), dan manajemen laba (Nugroho dkk,
2020). Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan olah data perusahaan
manufaktur berdasarkan sektornya masing-masing, hal ini cukup penting dilakukan karena
masing-masing sektor memiliki kondisi dan struktur yang cukup berbeda. Penelitian
selanjutnya direkomendasikan untuk mengganti sampel penelitian, yaitu perusahaan yang
berada pada sektor yang cukup rentan terhadap tindakan agresivitas pajak, seperti sektor
pertambangan.
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